PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 41 TAHUN 1960 (41/1960)

TENTANG
BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang

a. bahwa perlu di perkenbangkan wusaha-usaha koper asi kear ah
per wj udan perekonom an rakyat berdasarkan azas kekel uargaan
dan usaha-usaha untuk neninggi kan taraf hidup kaum tani dan
kaum nel ayan

b. bahwa sanpai sekarang kurangnya fasilitiet-fasilitiet kredit
yang sesuai nerupakan penghanbat dari perkenbangan usaha-
usaha tersebut;

C. bahwa karena itu dianggap perlu nendirikan sebuah bank mlik
Negara yang nenjalankan perkreditan rakyat, khususnya
nmenyel enggar akan perkreditan kepada koperasi kaum tani dan
kaum nel ayan dal am arti sel uas-1|uasnya;

d. bahwa karena keadaan nendesak soal tersebut diatur dengan
Per at uran Pereri ntah Pengganti Undang- undang.

Mengi ngat :
pasal 22 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang
Dasar ;

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 18 Cktober 1960;

VEMUTUSKAN:

Menet apkan
Per at uran Pernerintah Pengganti Undang-undang tentang Bank Koperas
Tani dan Nel ayan.

BAB |
KETENTUAN UMM
Pasal 1.

(1) Dengan nama "Bank Koperasi, Tani dan Nel ayan" didirikan sebuah
Bank m |i k Negar a.

(2) Bank Koperasi, Tani dan Nelayan adal ah badan hukum yang ber hak
nmel akukan usaha-usaha  ber dasar kan Per at ur an Peneri nt ah
Pengganti Undang-undang i ni .

(3) Dalam Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini Yyang
di maksud dengan
a. "Presiden"-ial ah Presiden Republik Indonesi a;
b " Bank" -ial ah Bank Koperasi, Tani dan Nel ayan;
C. "Direksi"” -ialah D reksi Bank  Koperasi, Tani dan



Nel ayan:
d. "Dewan Pengawas"-ialah Dewan Pengawas Bank Koperasi,
Tani dan Nel ayan.
Pasal 2.
(1) Dengan tidak nengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Penerintah Pengganti Undang-undang ini, maka terhadap Bank
ber | aku segal a macam hukum | ndonesi a;

(2) Bank dapat nengadakan peri katan kredit ("Credietverband").
Pasal 3.
(1) Bank berkedudukan di Jakarta.
(2) ntuk nenj al ankan tugasnya, Bank dapat nenpunyai cabang, ranti ng,

kant or - kant or perwaki |l an at au koresponden- kor esponden di dal am
dan dil uar negeri.

BAB ||
USAHA BANK.
Pasal 4.

Usaha Bank adal ah :

(a) Menj al ankan usaha perkreditan rakyat, khususnya nenyel enggar akan
per kredi tan kepada Koperasi, kaum tani dan nel ayan dal am arti
sel uas- | uasnya.

(b) Menj al ankan usaha perkredi tan bagi gol ongan-gol ongan | ain, hanya
ji ka penberian pinjaman dan kredit kepada.gol ongan- gol ongan
ini tidak dapat dicukupi secara nenuaskan ol eh Bank-bank
[ ai nnya mlik Negara.

(c)Menerima (in bel egging) uang-uang dari fihak ketiga, termasuk
uang-uang Daerah Conom dengan badan-badannya dan nenyi npan
serta nmengerjakan adm nistrasi dari effek-effek dan lain-lain
surat berharga dari badan-badan itu.

d) Menerima sinpanan, giro dan deposito dari fihak ketiga, khususnya
si npanan- si npanan dari koperasi - koper asi

(e) Menj al ankan usaha Bank pada unumya.

(f)Menurut peraturan dari Menteri Keuangan, Bank dapat diberi tugas

i stimewa.
BAB 111
MODAL BANK.
Pasal 5.

(1) Modal Bank berjum ah lima ratus juta rupiah.

(2) Modal ini dapat ditanbah dengan ketentuan-ketentuan Undang-
undang.



Pasal 6.
(1) Bank nenpunyai cadangan umum yang di bentuk dan di pupuk nenur ut
ket entuan dalam pasal 24 ayat (1) dan (3) dari Peraturan
Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini.

(2) Bank tidak nengadakan cadangan di am dan/atau cadangan rahasi a.

BAB |V
Pl MPI NAN
Pasal 7.

(1)Bank dipinpin oleh suatu Dreksi yang terdiri dari sekurang-
kurangnya tiga orang Direktur, yaitu seorang Presiden D rektur
dan Direktur, Presiden D rektur Pengganti kesatu dan kedua.

(2) Sal ah seorang dari anggota-anggota Direksi dapat di angkat
sebagai Presiden Direktur.

(3)&ji dan penghasilan |ain anggota-anggota Direksi ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dengan nengingat ketentuan-ketentuan
yang di t et apkan dengan at au berdasar kan Undang- undang.

Pasal 8.

(1) Anggota D reksi harus warga-negara |ndonesi a.

(2) Anggota Direksi harus bertenpat tinggal ditenpat kedudukan Bank
Pasal 9.

(1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan

kekel uargaan karena kel ahiran atau perkaw nan, kecuali jika
diijinkan ol eh Presiden.

(2) Ji ka sesudah pengangkatan, nereka masuk hubungan kel uarga yang
terlarang itu, maka yang diangkat terakhir antara nereka itu
ti dak dapat nel anj ut kan j abat annya tanpa ijin Presiden.

(3)Anggota Direksi tidak boleh nenmangku pekerjaan, |jabatan atau
tugas lain yang digaji, kecuali jika pekerjaan, jabatan atau
tugas lain itu dipikul kan ol en Penerintah kepadanya.

(4) Anggota Direksi tidak bol eh berdagang atau nenpunyai kepentingan
pada usaha dagang nanapun j uga.

Pasal 10.

(1) Para anggota D reksi diangkat oleh Presiden atas usul Menteri
Keuangan untuk selanma-lamanya 5 (linma) tahun. Setel ah waktu



itu berakhir anggota-anggota yang bersangkutan dapat di angkat
kenbal i .

(2) Dal am hal -hal di bawah ini, atas usul Menteri Keuangan setel ah
nmendengar Dewan Pengawas, Presiden dapat nenberhentikan
anggota Direksi dari jabatannya meskipun waktu tersebut dal am
ayat (1) pasal ini belum berakhir;

a.atas permntaan sendiri;

b. karena ti ndakan yang merugi kan Bank;

c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan
Negar a.

(3) Penber henti an karena al asan tersebut pada ayat (2) sub b dan c,
j 1 ka nmerupakan suatu pel anggaran dari peraturan hukum pi dana,
mer upakan penber henti an tidak dengan hormat.

(4) Sebel um penberhentian karena al asan tersebut dalam ayat (2) sub
b dan c dil akukan, anggota D reksi yang bersangkutan diberi
kesenpatan untuk nenbela diri, hal mana harus dil aksanakan
dal am waktu satu bulan, setelah anggota Direksi yang
ber sangkut an di berit ahukan tentang ni at akan penberhentian itu
ol eh Menteri. Keuangan.

(5) Sel ama persoal an tersebut dalam ayat (4) belum diputus naka
Menteri  Keuangan setelah nendengar Dewan Pengawas dapat
nmenber henti kan untuk senmentara waktu anggota Direksi yang
ber sangkut an.

Ji ka dal am waktu 2 (dua) bul an setel ah penberhentian senentara
di j at uhkan, belum ada keputusan mnengenai penberhentian anggota
Direksi berdasarkan ayat (3), nmka penberhentian senentara itu
menjadi batal dan anggota D reksi yang bersangkutan dapat segera
nmenj al ankan  j abat annya | agi, kecual i j I ka. unt uk keput usan
penber henti an tersebut diperlukan keputusan pengadilan, hal nana
har us di ber henti kan kepada yang ber sangkut an.

Pasal 11.

(1) D reksi nenentukan kebijaksanaan Bank nenurut garis-garis yang
di t et apkan ol eh Dewan Pengawas.

(2) Dreksi nengurus dan nenguasai kekayaan Bank.
(3) Tata-tertib dan cara nenjal ankan pekerjaan D reksi diatur dal am

suatu peraturan tersendiri yang ditetapkan ol eh Dewan Pengawas
atas usul Direksi.

Pasal 12.
(1) D reksi nmewakili Bank di dal am dan diluar pengadi | an.
(2) Direksi dapat nenyerahkan kekuasaan newakili tersebut dal am ayat

(1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk



itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank, baik
sendi ri maupun bersama-sanma, atau kepada orang/ badan | ai n.

(3) Dal am per kara di nuka pengadi |l an antara Bank dan anggota D reksi,
Bank di wakili ol en seorang anggot a Dewan Pengawas.

(4) Bank diwakili pula oleh :

a. Pem npi n- pem npin Cabang atau Ranting dalam hal nengadakan dan
nmenghapuskan perikat an kredit dan hypot heek.

b. Waki | -waki | Pem npin dan Kepal a- kepal a ronbongan kas dari cabang-
cabang dan ranting-ranting dalam hal nmengadakan
perikatan kredit.

Pasal 13.

(1)Jika Presiden Direktur tidak ada, sakit atau berhal angan, naka
pekerjaan Presiden Drektur itu dilaksanakan ol eh Presiden
Direktur Pengganti Kkesatu, dan jika kedua-duanya tidak ada
sakit atau berhal angan, dijal ankan oleh Presiden D rektur
Pengganti kedua. Dalam keadaan yang sanma nengenai seorang
D rektur, maka pekerjaannya dijal ankan ol eh pemangku j abat an
seorang Direktur yang banyaknya dua orang dan ditunjuk ol eh
Ment eri Keuangan.

(2)Jika Dreksi sama sekali tidak ada, atau berhal angan, naka
pekerjaannya untuk senentara waktu dil akukan ol eh seorang yang
khusus ditunjuk untuk itu oleh Menteri Keuangan.

BAB V
TANGAUNG- JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUG PEGAWAI .
Pasal 14.

Badan peneri ksa Keuangan berwenang nelakukan kontrole atas
kesenpur naan pengur usan Bank ol eh D reksi serta
per t anggunganj awabnya.

Pasal 15.

(1) Semua pegawai Bank, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan
sel aku dem ki an, yang karena tindakan-tindakan mel awan hukum
atau karena Kkelalaian kewajiban dan tugas yang dibebankan
kepada nereka, dengan |angsung ataupun tidak |angsung tel ah
nmeni nbul kan kerugi an bagi Bank, diwajibkan nmengganti kerugi an
t er sebut.

(2) Ket ent uan- ket entuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai
Negeri berl aku sepenuhnya terhadap pegawai dan anggota Direks
Bank.

BAB VI



PENGAWASAN.
Pasal 16

(1) Dewan Pengawas nenetapkan garis-garis sebagai dinmaksud dal am
pasal 11 ayat (1) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang ini sesuai dengan kebijaksanaan Peneri nt ah.

(2) Dewan Pengawas nengawasi pengurusan Bank ol eh D reksi (3)
Per aturan-peraturan tentang cara nenjal ankan pekerjaan
Dewan Pengawas ditetapkan ol eh Menteri Keuangan.

Pasal 17.

(1) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang
anggot a, di antaranya seor ang Ket ua.

(2) Anggot a- anggota Dewan Pengawas diangkat dari pejabat- pejabat
tinggi Departenen-departenen yang |ingkungan pekerjaannya
nmenpuny ai hubungan erat dengan | apangan usaha Bank,
di ant ar anya seor ang pejabat tinggi dari Bank | ndonesia.

(3) Anggot a- anggot a Dewan Pengawas di angkat ol eh Presiden atas usu
Menteri Keuangan untuk sel ama-lamanya 3 (tiga) tahun. Setel ah
waktu i1tu berakhir, anggota-anggota yang bersangkutan dapat
di angkat kenbal i .

(4)Presiden, atas wusul Menteri Keuangan, dapat nenberhentikan
anggot a- anggot a Dewan Pengawas, neski pun waktu tersebut dal am
ayat (3) belum berakhir.

Pasal 18.

(1) Ketua dan anggot a- anggot a Dewan Pengawas yang | ain, baik sendiri
maupun ber sama-sama, berhak nemnta segala keterangan dan
nmeneri ksa segenap buku-buku dan surat-surat Bank dan berhak
atas beban Bank nenunjuk ahli-ahli untuk neneriksa buku-buku
dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika di pandang perlu
unt uk menj al ankan kewaj i bannya.

(2)Direksi wajib menberi kan segal a penjel asan yang di perlukan ol eh
Dewan Pengawas untuk nenj al ankan pengawasan dengan senesti nya.

Pasal 109.

(1) Ketua dan anggot a- anggot a Dewan Pengawas nenerima uang jasa yang
besarnya ditetapkan ol eh Menteri Keuangan.

(2) Menteri  Keuangan atas usul Dewan Pengawas dapat nengangkat
seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Uang jasanya ditentukan
ol en Dewan Pengawas dan di pi kul ol eh Bank.

BAB VI



KEPEGAWAI AN
Pasal 20.

D reksi nengangkat dan nenberhentikan pegawai Bank menur ut
per at uran kepegawai an yang disetujui oleh Menteri Keuangan, tanpa
nmengur angi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau
ber dasar kan Undang- undang.

BAB VIII.
TAHUN BUKU.
Pasal 21.

Tahun buku Bank adal ah tahun takw n
BAB | X
ANGGARAN DAN NERACA KERJA.
Pasal 22.

(1) Tiap tahun selanbat-|anbatnya akhir bulan Septenber, Direks
nmenyanpai kan kepada Dewan Pengawas anggaran perusahaan dan
rencana kerja untuk tahun buku baru.

(2) Kecuali apabila Dewan Pengawas nengenukakan keberatan atas
anggaran perusahaan dan rencana kerja sebelum nengnginjak
tahun buku baru, nmaka anggaran perusahaan dan rencana kerja
t er sebut berl aku sepenuhnya.

(3) Perubahan anggaran perusahaan dan rencana kerja yang terjadi
dal am buku yang bersangkut an harus nendapat persetujuan Dewan
Pengawas.

BAB X
LAPCRAN PERHI TUNGAN TAHUNAN
Pasal 23.

(1) ntuk tiap tahun buku ol eh D reksi disusun perhitungan tahunan
yang terdiri dari neraca dan perhitungan | aba-rugi.
Perhitungan tahunan ini ditetapkan senentara oleh Dewan
Pengawas dan dal am hal ini Dewan di bantu ol eh Jawatan Akunt an
Negar a.

(2) Neraca dan perhitungan | aba-rugi, senentara itu di serahkan ol eh
Dewan Pengawas kepada Menteri Keuangan untuk di sahkan. Jika
dal am wakt u dua bul an sesudah neneri na perhitungan tahunan itu
ol eh Menteri Keuangan tidak di aj ukan keberatan tertulis kepada
Dewan Pengawas, naka perhitungan tahunan itu dianggap tel ah
di sahkan.



(3) Neraca dan perhitungan | aba rugi yang di sahkan nmenurut ayat (2)
pasal ini nenberi penbebasan kepada Direksi terhadap segal a
sesuatu yang ternuat dal am perhitungan tahunan tersebut.

BAB Xl
PENGGUNAAN LABA
Pasal 24

(1)Dari laba yang telah disahkan nenurut pasal 23 ayat (2)
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini disisihkan
20% (duapul uh prosen ) Untuk cadangan umum sanpai cadangan
umum tersebut nencapai jumah nodal Bank. D sanping itu
di pi sahkan untuk jasa produksi, suatu junlah yang ditetapkan
ol eh Menteri Keuangan

(2) Sisanya dipergunakan nenurut ketentuan Menteri Keuangan atau
nmenurut ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dengan atau
ber dasar kan Undang- undang.

(3) Penggunaan | aba unt uk cadangan unmum setel ah tercapai tujuannya,
dapat di ali hkan kepada penggunaan |ain atas penetapan Menteri
Keuangan atau nenurut ket entuan-ketentuan |ain yang ditetapkan
dengan atau berdasar kan Undang- undang.

BAB X! |
PENVBUBARAN
Pasal 25

(1) Penbubar an Bank dan penunj ukan |ikw daturnya ditetapkan dengan
Undang- undang.

(2)Ji ka dibubarkan, Bank tidak usah nenbayar kenbali hutang dan
kewaj i ban kepada Negara, sebelum semua hutang dan kewaji ban
keuangan | ai nnya di penuhi .

(3) Senua kekayaan Bank setelah diadakan |ikwi dasi nenjadi mlik
Negar a.

(4) Pertanggungan jawab |ikw dasi oleh |ikw datur dilakukan kepada
Menteri Keuangan, yang nenberi kan penbebasan tanggung jawab
tentang pekerjaan yang tel ah di sel esai kan ol eh |ikw dat ur.

(5) Penerintah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita ol eh
fihak Kketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena
neraca dan perhitungan | aba-rugi tidak nengganbarkan keadaan
bank yang sebenarnya.

BAB X ||



KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal -hal yang belum atau bel um cukup diatur dalam Peraturan
Permerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

Pasal 27

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini dapat di sebut
"Peraturan Bank Koperasi, Tani dan Nel ayan"

Pasal 28

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada tanggal 31 Cktober 1960.

Agar supaya setiap orang nengetahui nya, nmener i nt ahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Cktober 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

SUKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Cktober 1960.
Sekretaris Negar a,

TAVEZI L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOVCR 44 TAHUN 1960
TENTANG
BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN

UMUM

Dal am rangka pel aksanaan politik Penerintah, sesuai dengan
maksud dan jiwa pasal 33 Undang-undang Dasar, maka usaha-usaha
koperasi merupakan tiang bagi perwjudan penbangunan ekonom
I ndonesi a, khususnya penbangunan ekonom desa, atas dasar
kekel uar gaan dan semangat gotong-royong.

Akan tetapi, pada koperasi-koperasi yang umumya nasi h nuda
usi anya itu, terdapat suatu kel emahan yang khusus, yaitu
kurangnya atau tidak tersedi anya nodal hingga sangat nenghanbat
dan nmal ahan kadang- kadang nel unpuhkan kegi at an badan- badan
t er sebut.



Dal am kal angan kaum tani dan kaum nel ayan dal am arti yang
| uas, kekurangan atau tidak tersedi anya nodal ini sangat terasa.

I ndonesi a adal ah sebuah negara agraria yang daer ahnya
sebagi an besar terdiri dari air. Tanah dan air merupakan faktor
produksi yang utamm, yang tidak putusnya nengel uarkan hasil. Akan
tetapi, kaumtani dan kaum nel ayan sendiri yang nerupakan
sebagi an besar dari masyarakat |ndonesia dan yang nenpunyai
kedudukan yang dem ki an penti ng dal am kehi dupan per ekonom an
negara, hidup m skin dan sengsara ditengah kekayaan bum dan air
yang nel i npah.

Ter asal ah ol eh nereka kebutuhan akan bant uan dan bi nbi ngan,
yang dapat nengangkat nereka dari jurang kenel ar at an.

Ber hubung dengan itu Penerintah berpendapat, bahwa sudah
seharusnyal ah didirikan suatu Bank mlik Negara, yang akan dapat
menbant u usaha koperasi - koperasi pada unmumya, usaha pertani an/
peri kanan dal am arti seluas-|uasnya, serta kaum tani dan kaum
nel ayan khususnya.

Bank yang di maksudkan, adal ah Bank Koperasi, Tani dan
Nel ayan yang didiri kan dengan Peraturan Penerintah Pengganti
Unang- undang i ni .

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

Bank Koperasi, Tani dan Nel ayan nenperol eh kedudukannya
sebagai badan hukum ber dasar kan Perat uran Peneri ntah Pengganti
Undang- undang i ni

Pasal 2.

Yang di maksudkan i al ah, bahwa sel ai n berdasar kan hukum per -
dat a Eropah dan hukum dagang Eropah, bank dapat nel akukan
per buat an- per buat an nenurut hukum adat dengan or ang-or ang/ badan-
badan yang takl uk pada hukum adat serta nenjal ankan hak-hak atas
benda- benda yang t akl uk pada hukum adat .

Yang di maksudkan dengan peri katan kredit (crediet verband)
ial ah : | enbaga hukum credi et berband, seperti yang dinuat dal am
Staat sbl ad 1908 No. 542 yuncto Staatsblad 1909 No. 384.

Pasal 3.
Cukup j el as.
Pasal 4.

Sesuai dengan penj el asan dari pasal 33 Undang-undang Dasar
1945, di mana di sebut kan bahwa per ekonom an di susun sebagai usaha
ber sama ber dasarkan atas azas kekel uargaan, sedang bangun
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi, maka Bank
menyel enggar akan usaha perkreditan kepada koperasi dengan tujuan
unt uk nmenbantu terl aksananya nmaksud dari pasal 33 Undang-undang
Dasar tersebut.

Yang di maksudkan dengan koper asi - koper asi, adal ah badan-
badan yang ditetapkan dal am Undang-undang No. 79 tahun 1958
tent ang per kunpul an Koperasi (Lenbaran-Negara tahun 1958) No.



139) dan Peraturan Penerintah No. 60 tahun 1959 tentang
Per kembangan Ger akan Koperasi .

Dal am pada itu, sebelum tercapainya nmaksud tadi, masih ter-
dapat gol ongan-gol ongan masyarakat, terutama kaum tani dan kaum
nel ayan yang bel um tergabung dal am koper asi - koperasi, sedangkan
nmereka itu sangat nenerlukan bantuan kredit. Dari sebab itu, Bank
j uga nmenyel enggar akan perkreditan bagi gol ongan-gol ongan
masyar akat ini. Pada penyel enggaraan perkreditan ini, Bank harus
bertindak bijaksana, sehingga tidak nenghanbat terwj udnya naksud
dari pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Per kredi tan yang di sel enggar akan unt uk kaum tani dan kaum
nel ayan di maksudkan unt uk dapat - bersama dengan usaha-usaha
Pemeri nt ah | ai nnya dal am bi dang kemaknuran rakyat - nenbantu
mengangkat mnereka ketaraf kehi dupan yang | ebih tinggi. Dal am pada
itu perkreditan tadi dapat bersifat perkreditan |angsung untuk
meni nggi kan produktiviteit pertanian dalamarti seluas-|uasnya,
yai tu perkreditan-produktif, termasuk pul a super-vised credit,
tetapi juga bersifat kredit konsunptif kepada kaum tani dan kaum
nel ayan.

Pertani an dal am arti seluas-luasnya, neliputi bidang-bidang
pertani an, perkebun, peternakan, perikanan serta usaha-usaha yang
erat hubungannya dengan bi dang-bi dang ini, yaitu penbuatan
al at-al at dan usaha nenperol eh bahan-bahan yang di perl ukan untuk
menj al ankan usaha tadi, pengol ahan hasil-hasil serta usaha
menper dagangkan hasil -hasil tersebut.

Di sanping itu nengi ngat, bahwa usaha Bank-bank Negara yang
sanmpai sekarang sudah berdiri, belumneliputi penyel enggaraan
per kredi t an kepada senua bi dang ekonom dal am masyar akat
I ndonesi a, ataupun bel um dapat nenyel enggar akan perkreditan itu
secara nerata di seluruh wilayah Negara | ndonesia yang |uas ini
dan nengi ngat pul a bahwa masi h banyak usahawan-usahawan yang
ti dak/ bel um t ergabung dal am koperasi atau tidak dapat di masukkan
kedal am gol ongan kaum tani dan kaum nel ayan, sedang nereka itu
nmenj al ankan fungsi yang penting dal am nel ancar kan per putaran roda
ekonom , nmaka sudah sepatutnyal ah bank ini nenyel enggarakan pul a
perkreditan itu sel ama bel um dapat di cukupi secara nenuaskan ol eh
Bank- bank Negara | ai nnya.

Menurut ayat (4) dari pasal ini, Bank Koperasi, Tani dan
Nel ayan nenj al ankan usaha bank pada unummya. Ketentuan ini harus
di I i hat dal am hubungan dengan ayat-ayat | ai nnya dari pasal ini
dari mana jel as bahwa Bank Koperasi, Tani dan Nel ayan khususnya
ber ger ak di | apangan koperasi - koperasi, kaum tani dan kaum
nel ayan. Didal am|ingkungan | apangan pekerjaan ini aktivitet-
aktivitet bank nerupakan segala jenis aktivitet, yang dil akukan
ol eh bank pada umummya, dan di perl ukan ol eh koper asi - koper asi ,
kaum tani dan nel ayan, antara | ain nenyel enggarakan | alu-1lintas
uang di dal am negeri ataupun dengan |uar negeri. Aktivitet-
aktivitet tersebut nenurut prinsip daripada ekonom terpinpin,
seharusnya di sel enggar akan/ di sal urkan nel al ui Bank Koperasi, Tani
dan Nel ayan i ni

Menurut peraturan dari Menteri Keuangan dan dengan di ber
pengganti - kerugi an yang di tentukan ol ehnya, maka bank dapat
di bebani dengan pekerjaan adm ni strasi uang-uang Negara yang di -
per gunakan unt uk di pi nj ankan kepada rakyat, bai k guna



menpertinggi tingkat kemaknmuran maupun guna nenol ong mnereka
diti npa ol eh bencana al am

Di | uar tanggung-j awabnya dan dengan nendapat upah yang
di t entukan ol eh Menteri Keuangan, Bank dapat di beri pekerjaan
unt uk nengawasi dan nenberi nasehat dal am penyel enggar aan dan
pengur usan dana-dana tersebut diatas.

Pasal 5.

Mbdal Bank merupakan kekayaan Negara yang di pi sahkan: hal
i ni adal ah sesuai dengan kedudukan Bank sebagai badan hukum yang
har us nmenpunyai kekayaan sendiri dan dapat dipelihara |epas dari
pengar uh anggaran pendapat an dan bel anj a Negar a.

Pasal 6.

Ri si ko perkreditan nmenerl ukan penbent ukan cadangan unum yang
kuat. Lebih-l1ebih |agi suatu Bank konersiil, cadangan yang kuat
adal ah penting untuk nendapat kepercayaan sebesar-besarnya dari
masyar akat. Bersama dengan nodal dasar, cadangan mnerupakan
j am nan terhadap uang-uang yang di percayakan ol eh masyar akat
kepada Bank.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun
1960, nenurut ketentuan-ketentuan pokok tentang perusahaan-
perusahaan Negara, nelarang perusahaan-perusahaan Negara
mengadakan cadangan di am dan atau cadangan rahasi a. Sebab-
sebabnya di bent angkan dengan panj ang-1 ebar dal am penj el asan pada
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang tersebut.

Pasal 7 s/d 11.
Cukup j el as.

Pasal 12.

Yang di maksudkan dengan ronbongan kas, adal ah kesat uan
pegawai - pegawai kas yang bekerja di kantor dari sesuatu cabang/
ranting, atau yang berkeliling nmengunjungi secara berkal a tenpat -
tenpat tertentu dal am daerah-kerja cabang/ranting yang
ber sangkut an.

Pasal 13.
Cukup j el as.

Pasal 14.

Badan Peneri ksa Keuangan sudah sewaj ar nya nmenpunya
wewenang nengadakan kontrol e terhadap bank sebagai suatu
perusahaan m | ik Negara.

Pasal 15.

A eh karena kekayaan Bank sel uruhnya merupakan kekayaan
Negara, nmaka di anggap perlu untuk nengatur tanggung-jawab pegawai



Bank (termasuk anggot a- anggota Direksi) dal am Peraturan
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini. O eh karena itu, dalam
pasal ini diatur kewaji ban pegawai Bank untuk nmengganti kerugi an
yang diderita ol eh Bank dan yang di sebabkan ol eh karena pegawai
mel akukan tindakan-ti ndakan yang nel awan hukum at au nel al ai kan
kewaj i ban dan tugas yang di bebankan kepadanya.

Dal am hubungan i ni terhadap pegawai Bank di nyatakan berl| aku
ket ent uan- ket ent uan nengenai ganti-rugi yang berl aku bagi pegawai
Negeri, seperti diatur dalampasal 74 |.C W

Har usl ah di akui, bahwa penberian kredit sel alu nengandung
unsur risiko, yang dapat neni nbul kan kerugi an bagi Bank, akan
tetapi kerugi an ini tidaklah bol eh di sebabkan ol eh hal - hal
seperti diuraikan diatas.

Pasal 16.
Cukup j el as.
Pasal 17.

Agar Bank dapat nenunai kan tugasnya sebai k- bai knya, sesuai
dengan kebijaksanaan Penerintah, maka Departenen-departenen yang
I i ngkungan pekerjaannya nenpunyai hubungan erat dengan | apangan
usaha Bank ini, harus diwakili dengan Dewan Pengawas. Adapun
pej abat dari Bank | ndonesi a duduk sebagai anggota, ol eh karena
Bank | ndonesi a itu nmerupakan bank sentral.

Usul Menteri Keuangan untuk nengangkat anggota-anggota Dewan
Pengawas di aj ukan setel ah nendengar Menteri-nenteri |ainnya, yang
Depart enen-depart enennya nenpunyai kepentingan dengan Bank.

Pasal 18 dan 109.
Cukup j el as.
Pasal 20.

Maksud pasal ini adal ah supaya tercapai keseragaman dal am
kedudukan hukum gaji dan penghasil an- penghasilan |ain dari
pegawai Bank di bandi ngkan dengan Bank-bank yang lain mlik
Negar a.

Pasal 21.

Cukup j el as.

Pasal 22.

Adapun yang perlu nendapat persetujuan Dewan Pengawas
menurut ayat (3), adal ah perubahan-perubahan prinsipiil saja.
Agar pekerjaan nmengurus bank dapat di sel enggarakan dengan bai k
perl u adanya suatu anggaran dan rencana kerja yang wajib di susun
ol eh Direksi. Anggaran dan rencana kerja merupakan bahan- bahan
penelitian dan pertinbangan untuk nenetapkan daya guna dari
rancangan-rancangan itu.

Ayat (2) dari pasal ini dimaksudkan untuk nmenjam n
kel ancar an usaha bank.

Pasal 23.

Per hi tungan t ahunan di gunakan sebagai dasar bagi Menteri
Keuangan unt uk menberi kan. pengesahan atas tindakan pengurusan



Bank ol eh Direksi selama masa tahun-tahun yang bersangkut an.
Pasal 24.

Yang di mmksudkan dengan | aba dal am pasal ini, ialah | aba
set el ah di kurangi dengan penyusut an, cadangan tuj uan
(best enm ngsreerves) dan pengurangan- pengur angan | ain yang waj ar
dal am per usahaan.

Jasa produksi di maksudkan untuk nmenberi kan penghargaan
kepada pegawai karena hasil| pekerjaannya hi ngga perusahaan
menper ol eh | aba.

Penggunaan si sa | aba nmenurut ketentuan Menteri Keuangan
seperti tersebut pada ayat (2) ditujukan juga pada penupukan
cadangan | uar biasa, setelah cadangan umum nmencapai jum ah nodal
Bank, dengan maksud untuk dapat nengi nbangi kewajiwan-
kewaj i bannya terhadap fihak keti ga.

Pasal 25.

Pembubar an dapat di sebabkan antara | ain apabila Bank di -
anggap tidak | agi dapat nencapai tujuannya, atau tidak diperl ukan
| agi ol eh Penerint ah.

Penmbebasan tanggung-j awab dengan sendi rinya di berikan
setel ah Menteri Keuangan neneri ksa daftar-daftar pertanggungan-

j awab yang bertalian dengan |ikw dasi itu. Juga Jawatan Akuntan
Negara dan Badan Peneri ksa Keuangan nel akukan kontrol e atas
pert anggungan-j awab it u.

Pasal 26, 27 dan 28.
Cukup j el as.
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